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TENTANG 

 

PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH 

 

I. UMUM 

Kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang juga salah 

satu investasi untuk pembangunan masa depan sehingga perlu 

senantiasa dilestarikan. Upaya pelestarian kebudayaan dimaksudkan 

untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan 

perdamaian. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk melaksanakan upaya 

pelestarian kebudayaan. 

  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan telah merinci pembagian kewenangan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah, khususnya kewenangan provinsi. 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan pelestarian kebudayaan 

sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah.  

 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kebudayaan yang 

perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya. Hal itu, dimaksudkan 

untuk menjamin kemajuan peradaban dan mempertinggi derajat 

kemanusiaan serta mempertahankan identitas Daerah di tengah-

tengah arus globalisasi. Salah satu upaya melestarikan kebudayaan 

daerah tersebut, diwujudkan dengan membentuk Peraturan Daerah 

mengenai Pelestarian Kebudayaan Daerah. 

  

Pelestarian Kebudayaan Daerah merupakan upaya 

meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di 

tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, 

pemanfaatan, dan pembinaan. Adapun tujuan pengaturan Pelestarian 

Kebudayaan Daerah adalah untuk memberikan pedoman dan arahan 

bagi Pemerintah Daerah dalam pelenggaraan Pelestarian Kebudayaan 

Daerah berdasarkan karakteristik Daerah, memberikan kepastian 

hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Daerah, dan menjaga nilai-

nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari.  

 

 



 
 

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Pelestarian Kebudayaan 

Daerah, yang meliputi kegiatan pelestarian, pengawasan, 

pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah, partisipasi masyarakat, 

penghargaan, dan pendanaan. Pada akhirnya, Kebudayaan Daerah 

diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah 

dan pembangunan bangsa.  

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa 

pengaturan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilandasi semangat 

untuk mengakui, menghormati, dan memelihara perbedaan 

suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa 

pengaturan Pelestarian Kebudayaan Daerah senantiasa 

memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 

kondisi geografis, budaya masyarakat kabupaten/kota, dan 

kearifan lokal. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa 

Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan 

peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa 

pengaturan Pelestarian Kebudayaan Daerah berorientasi pada 

investasi masa depan Kebudayaan Daerah sehingga dapat 

memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. 

Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa 

Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan secara sistematis, 

terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus 

dengan memastikan adanya regenerasi Sumber Daya Manusia 

Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang 

akan datang. 

 Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah 

bahwa pengaturan Pelestarian Kebudayaan Daerah harus 

menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam 

menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 



 
 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 

Pelestarian Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung 

dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas 

pemangku kepentingan. 

 

Pasal 3 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 8 

 Ayat (1)  

Cukup Jelas 

 Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan 

yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, 

antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan 

cerita rakyat. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah 

beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, 

yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, 

babad, hikayat, dan kitab. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan 

yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh 

kelompok masyarakat secara terus-menerus dan 

diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata 

kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara 

pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada 

nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat 

secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi 

berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan 

kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan 

ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah 

seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang 

mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil 

pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, 

dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan 

pada generasi berikutnya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah 

keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau 

kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, 

kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil 

pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, 

dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan 

pada generasi berikutnya. 

  Huruf g 

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik 

individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan 

budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, 

yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau 

medium. “Seni” antara lain seni pertunjukan, seni rupa, 

seni sastra, film, seni musik, dan seni media. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana 

komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, 

maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan 

bahasa daerah.  

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah 

berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu 

dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus 

menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang 

bertujuan untuk menghibur diri. 

 

Pasal 9 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup Jelas. 



 
 

Pasal 11 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup Jelas. 

  

Pasal 13 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1) 

 Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” antara lain 

seperti media resmi dalam jaringan (daring), surat kabar harian 

terkemuka di Daerah, dan lain sebagainya. 

 Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 21 

Ayat (1) 

 Cukup Jelas. 

Ayat (2)  

 Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

 Huruf a 

  Cukup Jelas. 

 



 
 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penyebaran identitas budaya ke 

luar daerah” adalah upaya penyebaran yang dilakukan 

oleh masyarakat Daerah di tanah perantauan. 

 

Pasal 22 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah 

upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan 

kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap 

dan perilaku. 

Huruf b 

 Cukup Jelas. 

Huruf c 

 Cukup Jelas. 

Huruf d 

 Cukup Jelas. 

Huruf e 

 Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup Jelas. 

  

Pasal 29 

Cukup Jelas. 

 



 
 

Pasal 30 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 40 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepada Sumber Daya Manusia 

Kebudayaan” meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, 

dan/atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan 

keuangan Daerah. 

Huruf b 

Yang dimaksud “insentif” antara lain pengurangan dan/atau 

pembebasan pajak, pengurangan dan/atau pembebasan 

retribusi. 

 

Pasal 41 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup Jelas. 

 

 



 
 

Pasal 43 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup Jelas. 
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